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GUBERMNUE BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR B3 TAHUN 2015
TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DINAS TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BALL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERMNUR BALL

- Bakwa untuk melaksanakan kestentuan Pasal 172 Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daersh, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Ball Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tertang Rincian Tugas Pokok Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pravins Bali;

: 1. Undang-Undang Momor &4 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Musa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Momor 11%, Tambahan Lembaran Megara Republik
[ndonesia Nomaor 1649);

2. Undang-Undang MNomor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Momor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3041) sebagaimans telah diubah dengan Ungang-Undang
Momor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Momor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3850);

3. Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
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4. Undang-Undang Momor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan
Dan Perlindungan Tenaga Kera Indonesia Di Luar Megeri
{Lembaran MNegara Republik Indonesla Tahun 2003 Momor 39
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4445):

3. Undang-Undang MNemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Feraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momar 5234);

B, Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
MNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Momor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4737);

#. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momaor 4741 );

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsl Ball {Lembaran Daersh
Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Ball Momaor 1)

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Momor 4 Tahun 2011 tentang
COrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Dzerah Provinsi  Bali
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4),  sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Afas Peraturan Daerah
Provinsi Bali Momor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Dasrah (Lembaran Daerah Provinsl Ball Tahun
2015 Momor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Momar 4 ),

MEMLUTUSKAMN:

Menetapkan @ PERATURAN GUBERNUR TEMTANG RINCIAMN TUGAS POKCK DINAS
TEMAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BALLT.
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BAB IV
RINCIAN TUGAS KEPALA DINAS

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyal tugas:

a.
.

Y

g e

Tl Tt T o

menyusun rencana dan program kerja Dinas;

mengkoordinasikan  penyusunan rencana dan program  kerja
[inas;

merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan
administrasi berdasarkan kewanangan;

mendistribusikan tugas kepada bawahan;

menilal prestasi kerja bawahan;

menvediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/kota;
merumuskan kebijakan perizinan/nonperizinan  yang  menjadi
kewenangan sesuai dengan pedoman dan  ketentuan yang
berlaku;

membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
mizlaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
mengkoordinasikan hasll monitoring, evaluasi, dan pelaporan
hasil pelaksanaan kegiatan Dinas pada setiap @ bulan, triwulan,
semester, dan tahunan;

melaksanakan tugas kedinasan lainmya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasll pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalul
Sekretaris Daerah,

Bag V
RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT
Haglan Kesatu

Sekrotars

Pasal &

Sekretaris mempunyal lugas:

d.

b.

menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
mengkoordinasikan program kerla masing-masing Kepala Sub
EBagian;

mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian,

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Baglan
dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentean vang
berlaku;

menilal prestasi kerja bawahan;

melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala
LUPT;

menbknurdmas'll-;an kagiakan pengelolaan keuangan; penyusunan
program avaluasi dan monitaring; umum dan kepegawaian;
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menllal prestasi kerja bawahan;

melaksanakan pengurusan gaji pegawal dan  tunjangan
lainnya;

melaksanakan penatausahaan keuangan:

melaksanakan pengawasan keuangan;

menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
keuangan;

melaksanakan Sistem Pengendatian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yana ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretarls.

(3) Hepala Sub Bagian Pervusunan Program Evaluasi, dan Pelaporan
mempunyai tugas:

a.
.

.
d.

W

MENYUSUN rencana dan program kerja Sub Bagian;
membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilal prestasi kerja bawahan;

melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di
Sub Bagian untuk disampalkan kepada Sekretaris;
menghimpun  penyusunan anggaran/pembiaysan  kegiatan
pada sekretariat dan  masing-masing  bidang Lintuk
disampaikan kepada Sekretaris;

menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan
masing-masing bidang serta UPT, setiap : bulan, triwulan,
semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris:
menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Rencana
Statejik (RENSTRA);

menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
melaksanakan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah;
milaksanakan tugas kedinasan lzinnya yang ditugaskan oleh
atasan sesudi dengan pedoman dan ketentuan yang berdaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BAB VT
RINCIAN TLIGAS BIDANG
Bagian Kesatu

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Pasal 7

kepala Bidang Penempatan dan Perlisasan Kerja mempunyai tugas:
menyusun rencana dan program kerja Bidang;
mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
mengkoordinasikan para Kepala 5eksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawzhan sesual dengan pecoman dan ketentuan yang berlaku;
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menarbitkan surat ijin pendirian kantor cabang PPTKIS dan
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
melakukan keordinasl dengan Balai Pelayanan Penempatan
dan Perdindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk melakukan
Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) kepada para Calon
Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri:

mengelcla Bursa Kerja On Line {BEOL);

. mengeloia Informasi Pasar Kerja (1PK) Provinst Bali,

melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Lembaga
Penempatan Tenaga kerja Swasta (LFTKS);

. melakukan pembingan terhadap Tenaga Kerja penvandang

cacat, pemuda, usia lanjut dan perempuan:

melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan;

melakukan proses perlzinan/nonperizinan untuk disampaikan
rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan
kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas mealalul
Sakretaris;

melaksanakan Sistemn Pengendalian Intern Pemerintak;
melaksznakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi Penggunaan dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing
memapunyal tugas:

d.

b.

T

d.

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberl petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilal prestasi kerfa bawahan;

menyusun anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring,  evaluasl dan  pelapcran  hasil
pelaksana keagiatan di Seksi setiap @ bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampalkan kepada Kepala Bidang;
menyiapkan bahan petunjuk  pelaksanaan  pengendalian
penggunaan Tenaga Kerja Asing {TKAJ,

memonitor pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dard TEA
kepada Tenaga Kerja Indonesla Pendamping dalam rangks
transfer alih teknologi;

melakukan pelayanan penerbitan  dokumen  Rencans
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RFTKA) perpanjangan skala
prowving;

melakukan pelayanan penerbitan Tjin Mempekerjakan Tenaga
Keria Asing (IMTA) perpanjangan skala provinsi dan
pencaoutan apabila diperiukan;

melakukan pelayanan penerbitan laporan kebersdaan bagi
TKA yang bekerja di wilayah Provinsi Bali;

melakukan  pembinaan, penyuluhan, pendatasan dan

pengendalian penggunaan TKA berkoordinasi dengan instansi
taknis terkait;
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mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksl dan
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
rmenilai prestasi kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan
pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melatui
Sekretarls;

mengkogrdinasikan hasil monitoring, evaluasl dan pelaporan hasil
pelaksanaan keglatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk dissmpakan kepada Kepala Dinas melalul
Sekretaris;

melaksanakan pembingan dan  penyelenggaraan  pelatihan
produktivitas skala provinsi;

melaksanakan  pembinaan dizseminasi program uniuk
kabupaten/Kota di wilayah provinsi;

mengembangkan program pelatingn dan pemagangan di lembaga
pelatihan keria balk pemerintah, swasta dan perusahazn dan
upaya peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
pelatiban;

mengembangkan program standarisasi dan sertifikasi kompatensi
tenaga kerja;

melaksanakan pemasyarakatan tata kerja lembaga akreditas
lembaga pelatihan kerja;

melaksanakan pembinaan dan pengembangan Produlkbivitas;
merekomendasi hasil Akreditass Lembaga Pelatihan Kera kepada
Lembaga Akreditasi Pusat;

menyiapkan bahan pembingan di  bidang pengembangan
program pemagangan untuk lembaga pelatihan dan parusahazn
pemagangan;

mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi profesi dengan badan
sertifikasl profes:

mengkoordinasikan kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas;
mengkoordingsikan  proses  perizinan/nonperizinan  unfuk
disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya
perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedingsan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang bedaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Paszal 10

Kepala Seksi Palatihan dan Pemagangan mempunya: tugas:

4. MEenyusun rencana dan program kerja Seksi;

b, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yvang berlaku;

€. menilai prestasi kerja bawahan;

d. menyusun angoaran/pembiavaan  kegiatan  Seksi  untuk
disampalkan kepada Kepala Bidang;

g melskukan monitoring, evaluasi dan pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap © bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f. menginventarisic data izin Lembaga Pelatihan Kerja;
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menginventarisasi sertifikat pelatihan tenaga kerja;
menylapkan bahan pembinaan dan penyuluhan SKKNI,
Sertifikasi Kompetensi dan Akreditasl Lembaga Pelatinan
Kerja wuniuk meningkatkan kualitas  penyelenggaraan
pelatiharn;

menginventarisasi lembaga pelatihan ketenagakeriaan yang
belum dan sudah terakreditasi;

. mengawasi  pelaksanaan ujl sertifikasi kompetensi  yang

dilakukan oleh Lembaga Sertifikasl Profesi {LSP);
melaksanakan Seleksi Tenaga Kerja dalam rangka Asean Skif
Kompetansi;

mengkoordinasikan  pelaksanaan  pembinaan/penyuluhan
asosiasi profesi yang berkaitan dengan standarisasi dan
sertifikasi kompetensi;

melaksanakan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah;
malaksanakan tegas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

meiaporkan hasil pefaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengembangan Produktivitas mempunyai tugas:

a.
b.

i

[

= e

T o

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan member petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun angodran/pembiayaan  kegiatan Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluast dan pelaporan hasll
pelaksana kegiatan di Seks! setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
menyiapkan bahan pelatihan, konsultasi produktivitas tenaga
kerja sesuai kebutuhan masyarakat:

menginventarisasi lembaga, tenaga pelatihan, jenis kegiatan
dan program kegiatan pengembangan produktivitas tenaga
kerja di daerah;

melaksanakan  koordinasi dengan organisasi profesi dan
asosigsi profesi dan perusahaan dalam rangka peningkatan
produktivitas tenaga kerja;

melaksanakan pelatinan dan pengukuran produktivitss tenaga
kerja baik di lingkungan pemerintah, perusahaan dan
masyarakat luas lingkup provinst;

melaksanzkan program  peningkatan  produktivitas tenaoa
kerja di wilayah provinsl melalui kegiatan terpadu;
membentuk dan membina klinik-klinik produktivites di dasrah;
membentuk dan membina UP3 di perusahaan;

. memberikan  penghargaan  produktivitas  (Sidhakarya)

terhadap UMEM lingkup provins;

melaksanakan pembinaan dan pengembangan model desa
produkkis;

melaksanakan Sistem Pengendalian Interm Pemerintan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan odeh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlakuy;
dan

rmelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
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Pasal 12

(1) Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahtersan Pekerja
mempuryai tugas:

@
b.

C.
d.

Mmenyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun  anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap ; bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
memfasilitasi  penyusunan  serta pengesahan  peraturan
perusehaan (PP) lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
provinsi;

memfasilitasi  penyusunan  Program  Kerja  (PK)  dan
pendaftaran  Perjanjian  Kerja Bersama (PKB)  lintas
Kabupaten,/Kota dalam 1 (satu) provinsi:

memfasilitasi penyusunan dan pendaftaran Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) lintas Kabupaten/Kcta dalam 1
(satu) provinsi;

memproses  penerbitan  rekomendasijpencabutan izin
operasional perusahaan penyedia jasa, pekerja/buruh lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi:

melakukan inventarisasi  dalam  rangka  vedfikasi dats
pengaturan syarat kerja dengan Kabupaten/Kota:
mempersiapkan sidang-sidang Dewan Pengupahan Daerah;
melaksanakan pembinaan dan kesejahteraan pekera ke
Kartor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota:

bimbingan aplikasi pengupahan lintas Kabupaten/Kota dalam
1{zatu) provinsi;

penyusunan  dan  penetapan  upsh  minimum  provinsi,
kabupaten/kota dan melaporkan kepada menteri yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
mengkoordinaskan  pembinazn  kepesertagn  jaminan
keschatan nasional;

mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan
kesejahteraan tenaga kerja lingkup provinsi;

melakukan proses perizinan/nonperizinan untuk disarmpaikan
rexomencasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan
kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas
medalui Sekretariz;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yvang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Tab



{3) Kepala Seksi Pengawasan dan Morma Kerja mempunyai tugas:

a.
b.

A
d.

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan membed petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan:

menyusun anggaran/pembiayaan  keglatan  Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Seksl setlap @ bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
menyiapkan bahan pembinzan yang berkaitan dengan
pengawasan ketenagakerjaan;

meangkoordinasikan pelaksanaan PENgAWASAN
ketenagakeriaan pengusaha/pengurus perusahaan, tenaga
kerja dan anggota asosiast;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan;

inventarisasi tindakianjut  pengesaban kecelakaan dalam
hubungan kerja yang dilaporkan lewat 2x24 jam;
melaksanakan registrasi dalam  buku Klater, buku induk
terhadap  pendaftaran wajib  lapor  ketenagakerjaan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 lintas
kabupaten/kota dalam satu provinsi;

menyiapkan bahan penyidikan terhadap perusahaan yang
melanggar  ketentuan  peraturan  perundangan di bidang
ketenagakeriaan;

mengkoordinasikan penyidikan terhadap perusahaan yang
melgnggar ketentuan di bidang ketenagakerjaan;

. melakukan administrasi penyidikan di bicang

ketanagakerjaan;

melzksanakan pengusulan penerbitan Kartu Legistimasl bagl
Pengawas Ketenagakerjaan dan Kartu PPNS bagi PPNS
ketenagakerjaan;

menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pembinaan
Morma Kerja Perempuan dan Anak kepada Pengusahal
Pengurus Perusahaan Tenaga Kerja, Anggota Asosiasi dan
orang tua pekerja anak;

melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian
terhadap Norma Kerja Perempuan dan Anak;
mengkoordinasikan  pemeriksaan dan  pengujian  instalasi
penyalur petir, instalasi proteksi kebakaran (fire fvdrant dan
fire alarm)y, pesawat angkat dan anglut;

mensosialisasikan penerapan sistem manajemen keselamatan
dan kesehatan kera pada perusahaan  yang  wajib
melaksanakan SME3 di tempat kerjanya (perusahaan yang
memilki jumiah pekerjazan lebih dari 100 orang);
mengidentifilkasl  perusahaan-perusahaan yang  wajib
menerapkan audit SMK3 di tempat kerjanye perusanaan-
perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dad 100
orang dan/atau perusahaan-perusahaan yang mengoundkan
alat-alat/pesawat yang mengandung resiko bahaya tinggi;
melakukan koordinasi dengan  badan  audit K3 untuk
melskukan audit di perusahaan-perusahaan yang wajib
dilakukan audit K3;
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menyusun  anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan  monltoring,  evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
menyelenggarakan  dan  melaksanakan pendaftaran  dan
seleksi calon transmigran;

menghimpun  pendaftaran  dan  hasil  seleksi  calon
Eransmigran;

menyelenggarakan dan melaksanakan pemantapan kepada
calon  transmigran vang  telah  diseleksi sebelum
diterangkatkan ke daerah transmigrass;

menyelesaikan  administras:  yang  berkaitan  dengan
pemberangkatan transmigran;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan vang berlaku;
dan

melaporkan hasll pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang,

Kepala Seksi Pengarahan Transmigrasi mempunyal tugas:

a.
b.

L.
d.

MEemnyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memben petunjuk kepada bawahan sesuai
gengan pedoman dan ketentuan yang beraku;

menilai prestasi keria bavwaharn;

menyusun  anggaran/pembiayaan  keglatan  Seksi unkuk
disampalkan kepacla Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan hasil
pelaksana kegigtan di Seksi setiap @ bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disempaikan kepada Kepala Bidang;
mempublikasi  kegiatan  ketransmigrasian  baik  secara
langsung dengan masyarakat maupun melslui media cetak,
alektronik dan kesenian daerah:

mengadakan pameran hasil-hasil kegiatan ketransmigrasian;
mengadakan Fforum  komunikasi, informasl dan  edukasi
dengan lembaga terkait;

mengadakan koordinasi dengan  kabupaten/kota  dalam
pelaksanazn penyulubhan ketransmigrasian;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yvang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang beraki;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tegas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pemblnaan dan Fasilitasi mempunyal tugas:

4.
b.

C.
d.

MENYUSUN rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan member petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun - anggaran/pembiayaan  keglatan  Seksl  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidany;

melakukan monitoring, evaluasi  dan  peleporan  hasil
pelaksana kagiatan di Seksi setiap @ bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
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m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang bedaku: dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas medalui
Sekretaris,

Pasal 16

(1) Kepala Sexsi Data, Informasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasd
mempunya tugas:

b.

L.

d.

m,

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan member petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlakwu:

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun anggaran/pembiayvaan  kegiatan  Seksi  untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan  monitoring,  evaluasl dan  pelaporan hasll
pelaksana kegiatan di Seksi setiap @ bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
menyiapkan model bBlanko islan untuk pengumpulan dan
pengolahan data ketenagakerjaan dan transmigrasi dan
Informasi;

mengumpulkan data sebagal bahan penyusunan brosur, buku
Informasl  ketenagakerjaan  dan  transmigrasi,  profil
kelenagakerjaan dan  transmigrasi, tabel dan  grafik
ketenagakerjaan dan transmigrasi;

mengolah  dan  menyajikan  data  ketenagakerjaan  dan
transmigrasi, dalam bentuk brosur, lembar Informasi
ketenagakerjzan dan transmigrasi, profil ketenagakerjaan
dam transmigrasi, tabel dan grafik ketenagakerjaan dan
transmigrasi;

menyebarluaskan data informasi  ketenagakerjaan kepada
matyarakat melalui loket informasi, media cetsk maupun
elektronik;

mengembangkan sistem perangkat keras dan perangkat
lunak informasi ketenagakerjpan dan bursa kerja dan
transmigrasi;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
melsksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
amsan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku:
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksl Perencanaan, Pengembangan Ketenagakerjaan
dan Transmigrasl mempunyai tugas:

a.
b.

&
d.

menyusun rencana dan pragram kerja Seksi;

membimbing dan memberd petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaky;

manilai prestasi kerja bawahan:

menyusun anggaran/pembiayaan  kegiatan Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan  monitoring, evaluasi  dan  pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap © bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampalkan kepada Kepala Bidang;
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BAB VI
Bagian kKesaty
KELOMPOE JABATAM FUNGSIOMNAL
Pasal 17

relompok Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan
sebaglan tugas Dinas sesual dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VIII
KETENTLUAN PENUTUP
Fasal 18

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai beraku, Peraturan
Gubemur Bali Momor 62 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas
Pokok Dinas Tenzga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bali {Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 MNomor 62) , dicabut dan
dinyatakan tidak beraku.

(2) Peraturan Gubemur ini mulal berlaku pada tanggal 4 Desember
2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Gubernur Inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Bali.

Dhitatapkan & Dengasar
pada tanggald Desember 3015

GLUBERMNUR BALL
Lid

MADE MANGKL PASTIKS

Diundangkan o Denpasai
pada tanggal 4 Desamber 2015

SERRETARIS DAERAH PROVINST BALI
ttd
COHORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALL TAHUN 2015 HOMOR 83

Salinan sesuai dengan axlinya
Kep T bum dan HAM Setda Provinsi Bali
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